BAB I
PENDAHULUAN


A.  Latar Belakang.

Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang penting guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah.
Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi kegitan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja pada SKPD yang mengelola anggaran tersendiri.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam pelaksanaannya, maka perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama tahun Anggaran 2013. Dimana LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya good governance yaitu pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Neponisme (KKN).
B.   Aspek Strategik Organisasi

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk kelembagaan penyuluhan berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daeran Nomor. 25 Tahun 2008 mempunyai peran penting dan strategis dalam penyelengaraan program dan kegiatan pembangunan sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan guna tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya.
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu badan yang mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor ekonomi dan mewujudkan pembaharuan serta perbaikan/peningkatan kualitas penyuluhan dan kemantapan ketahanan pangan daerah melalui program-program yang mendukung terlaksananya pembangunan di bidang pertanian.
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan perubahan nomenklatur dari Kantor menjadi Badan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2008 merupakan salah satu Badan Teknis yang mengelola sumberdaya aparatur penyuluh yang handal dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi bagi masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Meningkatnya pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan terhadap jenis dan kualitas serta keragaman akan produk-produk pertanian. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan program empat sukses pembangunan pertanian yaitu, peningkatan swasembada dan swasembada berkelanjutan (dengan menempatkan beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula sebagai lima komoditas pangan utama), peningkatan daya saing, nilai tambah dan ekspor, diversifikasi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Pada pembangunan pemerintah Indonesia, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan  dituntut  untuk berperan aktif dalam peningkatan perekonomian nasional, melalui pembentukan PDB, peningkatan sumber devisa melalui ekspor, penyedian pangan dan penyediaan bahan industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.  Memperhatikan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan diatas serta pembangunan ekonomi nasional, maka peran Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai wadah Satuan Administrasi Pangkal (Sadminkal) para Penyuluh Lapangan sangatlah penting, sesuai amanat Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.  Diharapkan dengan diterbitkannya Undang – Undang  tersebut dapat menciptakan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kehutananyang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap (PKS) yang handal serta kelembagaan pernyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang kuat.   Hal ini penting karena dalam meningkatkan kualitas PKS petani dan nelayan diantaranya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan.
Hal tersebut didasarkan pada potensi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas wilayah 892,70 km atau 89.270 ha, yang didominasi lahan rawa sekitar 89 % dari luas wilayah kabupaten.  Lahan rawa tersebut merupakan daerah agraris dimana sektor pertanian dan perikanan memegang peranan penting didalam pembangunan sektor perekonomian khususnya perekonomiam masayarakat, juga dalam segi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah.    Sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduknya, karena sebanyak 60 % dari angkatan kerja adalah merupakan bekerja disektor tersebut.  Memperhatikan hal tersebut memimplikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian rakyat guna pencapaian kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif dilakukan dengan melalui pembangunan disektor pertanian dan perikanan serta kehutanan.
Memperhatikan kondisi wilayah tersebut maka bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan tantangan yang harus dihadapi, guna menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan,  keterampilan dan sikap yang handal serta berkualitas dalam memanfaatkan sumberdaya alam hamparan rawa yang cukup luas secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian alam yang didasarkan kearifan lokal guna mewujudkan “RAWA MAKMUR 2025”.


C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Sesuai Peraturan Bupati Nomor   36 tahun 2009  tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan  yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Pembangunan khususnya dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan. yang  menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KUHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

1) Badan pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang perikanan sub bidang penyuluhan dan pendidikanan dan bidang sub bidang penyuluhan kehutanan.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, bidang perikanan sub bidang penyuluhan  dan pendidikan dan bidang kehutanan sub bidang penyuluhan ketahanan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang perikanan sub bidang penyuluhan dan pendidikan  dan bidang kehutanann sub bidang penyuluhan kehutanan;
c. Penysunan kebujakan operasional program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
d. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan, petani dan kemitraan;
e. Pembinanan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi, pengembangan, penyediaan sarana dan prasaranan serta pengkaji teknologi;
f. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
g. Pembinaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan analis ketersediaan, distribusi;
h. Pelaksaan urusan ketatausahaan.

4) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahana Pangan mempunyai   uraian tugas:
a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan penyuluhan dan ketahanan pangan provinsi dan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan penyuluhan dan pengambangan mekanisme, tatakerja dan metode penyuluhan;
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitas kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan (PNS, Swadaya dan Swasta) melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan;
g. Melaksanakan pembinaan, koordonasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan, distribusi, keamanan dan kerawanan pangan daerah;
h. Mendistribusikan tugas kepada semua satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dalam bidang kehutanan, perkebunan dan energi dan sumber daya mineral baik lisan maupun tertulis sebagai bahan kebijakan/pengambilan keputusan Bupati/Wakil Bupati;
j. Melaksanakan tugas lain yang memberikan  Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;dan
k. Melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Bupati/Wakil Bupati secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dengan susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
1. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
1) Sub Bagian Program
2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;dan
3) Sub Bidang Kepegawaian dan Keuangan dan Kepegawaian.

2. Bidang Kelembagaan, terdiri dari 2(dua) Sub Bidang :
1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Petani;dan
2) Sub Bidang Kemitraan dan Pembiayaan.

3. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengkajian Teknologi, terdiri dari 2(dua) Sub Bidang :
1) Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana, dan
2) Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Akreditasi.

4. Bidang pengembangan Sumber daya Manusia, Terdiri dari 2(dua) Sub Bidang :
1) Sub Bidang pendidikan dan Pelatihan; dan
2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh.

5. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari 2(dua) Sub Bidang :
1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
2) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan.

6. Balai Penyuluhan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.










  Kondisi personalia Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak  79 orang pegawai struktural sebanyak  28  orang (35,44%) dan 51 orang (64,56%) pegawai fungsional dengan latar belakang pendidikan sebagai pada tabel berikut  :
Tabel 1.	:  Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan, pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014. 
	No.
	Gol/Ruang
	Jumlah PNS (orang)

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
	IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
II/d
II/c
II/b
II/a
I/d
1/c
	       1      
3
4
14
11
20
12
4
4
1
4
1
0


Sumber: Bagian Sub Keu & Kepeg tahun 2014.

Tabel  2.	: Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan, pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014. 
	
No.
	
Uraian 
	
Jumlah

	
1.
2.


3.

	
Jumlah Pegawai
Latar Belakang
a. Fungsional
b. Struktural
Tingkat Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
D.1
D.3
D.4
S.1
S.2
	
 79 Orang

 51 Orang
28 Orang

   0  orang
1  orang
            13 orang
2 orang
            12 orang
1 orang
            46 orang
 4  orang


Sumber: Bagian Sub Keu & Kepeg tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat, jumlah pegawai yang bekerja pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dengan komposisi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 4 orang (5,06%), Strata 1 (S1) sebanyak 46 orang (58,23%), tingkat Diploma IV (D IV) 1 orang (1,27%), Diploma III (D III) sebanyak 12 orang (13,19%), tingkat pendidikan Diploma I (DI) sebanyak 2 orang (2,53%), dan kemudian tingkat SLTA sebanyak 13 orang  (16,46%), tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (1,26%).
Untuk membantu tugas penyuluh Pertanian lapangan, Pusat dan Daerah mengontrak Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2014 berjumlah 76 orang yg tersebar di Balai Penyuluh Kecamatan (BPK).
   Tabel  3.:   Jumlah Tenaga Honor Lepas berdasarkan Jenis Tenaga Penyuluh (THL-TBPP)   berdasarkan keahlian  pada Badan Pelaksana  Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014.
	
NO
	BPK
	JUMLAH PENYULUH
	PENYULUH

	
	
	
	PERTANIAN
	PETERNAKAN
	KEHUTANAN
	PERIKANAN

	
1
	Danau Pangang & Paminggir
	10
	10
	-
	-
	-

	
2
	Babirik
	9
	9
	-
	-
	-

	
3
	Amuntai Selatan
	10
	10
	-
	-
	-

	
4
	Amuntai Tengah
	8
	8
	-
	-
	-

	
5
	Amuntai Utara
	9
	9
	-
	-
	-

	
6
	Haur Gading
	8
	-
	-
	-
	-

	
7
	Banjang
	7
	7
	-
	-
	-

	
8
	Sungai Pandan
	10
	10
	-
	-
	-

	
9
	Sungai Tabukan
	5
	5
	-
	-
	-

	
	Jumlah
	76
	76
	-
	-
	-





 Tabel  4 .    Jumlah  Penyuluh  PNS  berdasarkan  keahlian pada Badan Pelaksana  Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014.
	NO
	BPK
	JUMLAH PENYULUH
	PENYULUH

	
	
	
	PERTANIAN
	PETERNAKAN
	KEHUTANAN
	PERIKANAN

	1.
	Danau Panggang & Paminggir
	6
	2
	2
	-
	2

	2.
	Babirik
	4
	3
	-
	-
	1

	3.
	Amuntai Selatan
	5
	4
	
	
	1

	4.
	Amuntai Tengah
	4
	3
	1
	-
	-

	5.
	Amuntai Utara
	5
	4
	-
	-
	1

	6.
	Haur Gading
	4
	3
	-
	-
	1

	7
	Banjang
	5
	4
	-
	-
	1

	8.
	Sungai Pandan
	3
	2
	1
	-
	-

	9.
	Sungai Tabukan
	4
	4
	-
	-
	-

	10
	Kabupa
Ten
	11
	6
	3
	-
	2

	
	Total
	51
	35
	7
	
	9





D. Sistematika Penyusuan Laporan

Sistematika penyajian LAKIP pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berpedoman pada Pereturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut ;
BAB I		PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
BAB II		PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III		AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan hasil kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai beribut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengantahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilanataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. RealisasiAnggaran
Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
BAB IV		PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan atas capaian umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di amsa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu













BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Starategik

1. Visi
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu badan yang mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor Ekonomi dan mewujudkan  pembaharuan serta perbaikan / peningkatan kualitas penyuluhan dan kemantapan ketahanan pangan daerah melalui program-program yang mendukung terlaksananya pembangunan di bidang pertanian. 
Sesuai dengan Visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yaitu :

“ Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui peningkatan kualitas sistem penyuluhan dan kemantapan Ketahanan pangan “

Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah agribisnis dicirikan  dengan Terbinanya kelembagaan penyuluhan dan berperannya Dewan ketahan pangan di  Kabupaten dan Kecamatan, berkembangnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh dan pelaku utama dan pelaku usaha, meningkatnya mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, berkembangnya kerjasama dan jejaring kerja antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha serta stakeholder lainya serta memberdayakan masyarakat dalam percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat, pemantapannya dengan fokus pada tingkat rumah tangga, dan dikembangkan dengan basis sumberdaya lokal. 


2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut BP4KKP Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Misi sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan,
	Dalam misi ini diharapkan agar setiap penyuluh semakin berkualitas dan profesional sehingga terwujud sistem penyuluhan yang  handal, didukung dengan penyuluh yang telah mengikuti sertifikasi.
2) Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri,
	Pada misi ini diharapkan pengembangan kelembagaan penyuluhan dapat berperan aktif dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan sehingga keberadaan kelembagaan penyuluhan dapat mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang produktif dan mandiri.
3) Mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berbasis sumber daya lokal.
	Dalam misi ini untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dapat  dilihat dengan mengetahui dari kemandirian pangan, distribusi, akses dan pasokan pangan, sehingga tingkat kerawanan pangan dapat diturunkan dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dam meningkatkan mutu serta keamanan pangan.  
3.  Tujuan
Sejalan dengan visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahan Pangan kabupaten Hulu Sungai Utara, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1) Mewujudkan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan PNS, Non PNS dan Swadaya yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
2) Mewujudkan Kelembagaan penyuluh yang efektifdan mandiri
3) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang produktif dan mandiri
4) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dan mutu dan jumlah yang cukup
5) Meningkatkan kemampuan sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
6) Meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal.
4. Sasaran
Seiring dengan komitmen diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan  Adapun 11 (sebelas) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :
1) Terpenuhinya kuantitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, Non PNS dan penyuluh Swadaya sesuai kebutuhan,
2) Terwujudnya penyuluh pertanian, pertanian dan kehutanan yang profesional,
3) Terselenggaranya penyuluhan yang mendukung usaha  pengembangan agri/mina bisnis pelaku utama dan pelaku usaha,
4) Terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri dan berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan,
5) Terwujud dan berfungsinya kelembagaan penyuluhan di kecamatan,
6) Terwujudnya kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri ( Poktan dan Gapoktan ),
7) Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup,
8) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan
9) Menurunkan tingkat kerawanan pangan

10) Menstabilkan harga pangan pokok
11) Terciptanya diversifikasi pangan

5. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 
1) Menyusulkan formasi kebutuhan penyuluh
2) Meningkatkan konpetensi penyuluh melalui pendidikan dan latihan serta metode lainnya
3) Peningkatan mutu programa penyuluhan
4) Peningkatan kuantitas dan pemberdayaan penyuluh swadaya serta peningkatan pengetahuan, keterampilan petani/nelayan
5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan
6) Memfasilitasi dan advokasi pemantapan kelembagaan penyuluhan di kecamatan
7) Membangun dan memfasilitasi gedung/kantor Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di 10 Kecamatan
8) Penumbuhan, penataan dan penguatan poktan, gapoktan serta kualitas pelaku utama dan penyuluh swadaya.
9) Meningkatkan peran aktif kelembagaan dewan ketahan pangan daerah

6. Program
Dari Visi dan misi serta kebijakan, maka dirumuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahan Pangan adalah sebagai berikut :
1) Program Ketahanan Pangan 
2) Program Peningkatan Pemasaran hasil poduksi pertanian/perkebunan
3) Program kesejahteraan petani
4) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
5) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
6) Program pengembangan data/ informasi
7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja  adalah dokumen yang berisikan penugasan / kesepakatan dari Bupati Hulu Sungai Utara dengan Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja. Secara rinci perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
 (
LAKIP
2014
) 
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Tabel 5.   Perjanjian Kinerja Tahun 2014
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	PROGRAM / KEGIATAN
	ANGGARAN (Rp)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	                  1,907,585,100 

	1.
	Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup
	1
	Diperoleh Data / info ttg Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan
	 
	NBM = 5.245 Kkal PPH Ketesediaan = 161,97 gram
	1.1
	Analisis Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah ketersediaan pangan
	                  19,950,000 

	
	
	2
	Diperoleh Data / info ttg PPH Konsumsi
	 
	PPH Konsumsi = 94,4
	1.2
	Analisis dan penyususnan pola konsumsi dan suplai pangan
	                  29,033,000 

	2.
	Menurunkan tingkat kerawanan pangan 
	3
	Tersusunnya laporan SKPG dan FVSA (mendeteksi daerah rawan pangan)(%)
	
	2 bh Laporan
	1.3
	Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah *
	                  99,880,000 

	
	
	4
	Tersedianya 100 ton beras sebagai cadangan pangan daerah
	
	40 ton
	1.4
	Pengembangan cadangan pangan daerah*
	                347,615,000 

	
	
	5
	Terbinanya poktan yg menangani lumbung pangan
	 
	10 kelompok
	1.5
	Penguatan Cadangan Pangan Daerah
	                  58,166,600 

	
	
	6
	Terbangunan nya lumbung pangan desa
	 
	4 lumbung
	 
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa * (DAK)
	              1,081,342,500 

	
	
	7
	Terbinanya Desa Mandiri pangan 
	 
	15 desa
	 
	Pendampingan Desa Mandiri Pangan*
	                133,835,000 

	3.
	Meningkatnya Mutu dan keamanan pangan
	8
	Tersebarnya informasi ttg mutu & keamanan pangan di masyarakat
	 
	400 org yg telah mengikuti sosialisasi
	1.7
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
	                  58,611,000 

	4.
	Menstabilkan harga pangan pokok
	9
	Tersedianya data / informasi pasokan, harga dan akses pangan 
	 
	12 bh Lap
	1.8
	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
	                  44,150,000 

	5.
	Terciptanya difersivikasi pangan
	10
	Tersebarnya informasi ttg pemanfaatan penganekaragaman pangan di masyarakat
	 
	6 desa P2KP
	1.9
	Pemanfaatan pekaranagan untuk pengembangan pangan
	                  35,002,000 

	
	
	 
	 
	 
	 
	2.
	Program peningkatan Pemasaran Hasil produksi  pertanian/ perkebunan unggulan daerah
	          52,870,000 

	
	
	11
	Terpromosikannya pangan lokal dan produk unggulan daerah
	 
	100%
	2.1
	Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan daerah
	                  52,870,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	        670,125,000 

	6.
	Terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri dan berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan
	12
	Terlaksananya SL pada petani
	 
	225 Petani
	3.1
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
	                200,450,000 

	 
	
	13
	Terlaksananya Bintek pada  Penyuluh Swadaya
	 
	90 penyuluh swadaya
	 
	 
	 

	 
	 
	14
	Terlaksananya temu lapang 
	
	125 penyuluh 
	 
	 
	 

	 
	 
	15
	Terlaksananya kursus tani pada petani
	 
	80 org petani yg ikut kursus tani
	 
	 
	 

	7.
	Terwujudnya Kelembagaan pelaku utama pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mandiri ( poktan & gapoktan)
	16
	Terlaksananya sosialisasi Kemitraan  dan Pembinaan terhadap petani
	 
	100  org petani
	3.2
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
	                130,165,000 

	
	
	17
	ikut serta dlm kegiatan Penas tani di Jatim
	 
	24 org
	 
	 
	 

	
	
	18
	Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani
	 
	9 poktan / BPK
	3.3
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
	                301,910,000 

	
	
	19
	Terlaksananya Penilaian Gapoktan
	 
	9 Gapoktan / BPK
	 
	
	 

	
	
	20
	Terlaksananya Penilaian Pelaku Utama
	 
	9 petani / BPK
	 
	
	 

	
	
	21
	Terlaksananya Pertemuan Gapoktan
	 
	420 petani
	 
	
	 

	
	
	22
	Terlaksananya Pendampingan Gapoktan
	 
	111 gapoktan
	 
	
	 

	
	
	23
	Terlaksananya Pertemuan Apatektankan
	 
	225 petani
	 
	
	 

	
	
	24
	Terlaksananya Pertemuan Kelompok Tani Tk. Desa
	 
	300 petani
	 
	
	 

	
	
	25
	Terlaksananya Pertemuan KTNA
	 
	60 petani
	 
	
	 

	
	
	26
	Terlaksananya Pertemuan IPKANI 
	 
	60 penyuluh
	 
	
	 

	
	
	27
	Terlaksananya Pertemuan P4S
	 
	60 petani
	 
	
	 

	
	
	28
	Terlaksananya Pertemuan Perhiptani
	 
	175 penyuluh
	 
	
	 

	
	
	29
	Terlaksananya Rembuk tani / kontak tani
	 
	200 petani
	 
	
	 

	
	
	30
	Terlaksananya pendampingan Dana LUEP
	 
	APBD I = 3
	3.4
	Pendampingan Dana LUEP*
	                  37,600,000 

	
	
	 
	 
	 
	APBD II = 3
	 
	 
	 

	8.
	Terwujudnya dan fungsi kelembagaan penyuluhan di kecamatan
	 
	 
	 
	 
	4.
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	      1,877,343,400 

	
	
	31
	Terfasilitasinya prasarana penyuluh di BPK
	 
	9 BPK
	4.1
	Peningkatan  Kelembagan Penyuluh pertanian /perkebunan*
	                101,800,000 

	
	
	32
	Tersedianya sarana / alat bantu penyuluhan di BPK
	 
	9 BPK
	4.2
	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/perkebunan
	                233,200,000 

	 
	 
	33
	Disempurnakan bangunan gedung/kantor BPK
	 
	1 BPK
	4.3
	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/perkebunan* (DAK)
	              1,002,359,300 

	 
	 
	34
	Terbangunnya Gedung/kantor
	
	1 BPK
	 
	
	

	9.
	Terwujudnya tenaga penyuluh P2K yg profesional
	35
	Terlaksananya Pelatihan Penyuluh di BPK
	 
	4 kl / bln
	4.4
	Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh Pertanian/perkebunan
	                223,227,500 

	
	
	36
	Terlaksananya Temu Teknis Penyuluh
	 
	4 kl
	 
	 
	

	
	
	37
	Fasilitasi diklat fungsional penyuluh P2K
	 
	40 org penyuluh
	 
	 
	 

	
	
	38
	Terlaksananya Penilaian Penyuluh
	 
	9 penyuluh / BPK
	 
	 
	 

	
	
	39
	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Programa Kecamatan
	
	44 penyuluh
	 
	 
	 

	
	
	40
	Terbayarnya Honor THL-TBPP
	 
	80 Penyuluh
	4.5
	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
	                180,160,000 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	10.
	Terselenggaranya penyuluhan mendukung usaha pengembangan agri/mina bisnis pelaku utama dan pelaku usaha
	41
	Tersusunan PRA di setiap WKPP
	
	27 WKPP
	4.6
	Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
	                136,596,600 

	 
	
	42
	Terlaksananya Lokarya Programa Kecamatan
	 
	9 BPK
	 
	 
	 

	 
	
	43
	Tersusunan Programa Kabupaten
	 
	2 Programa Penyuluhan Kabupaten
	 
	 
	 

	 
	
	44
	Terlaksananya Supervisi, monev Penyelenggaraan dan dampak penyuluhan
	
	2 kl
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
	        196,110,000 

	12.
	Terselenggaranya penyuluhan mendukung usaha pengembangan agri/mina bisnis pelaku utama dan pelaku usaha
	45
	Demplot Pertanian,Perikanan dan Peternakan
	 
	4  ; 3  ; 2 
	5.1
	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
	                146,110,000 

	 
	
	46
	Demca Pengolahan hasil Pertanian, perikanan dan peternakan di BPK
	 
	9 ;  9 ;  9
	 
	 
	 

	 
	
	47
	Fasilitasi Pengujian Kualitas  air
	 
	 uji kualitas air = 3 kali
	 
	 
	 

	 
	
	48
	Temu Lapang Demplot
	 
	3 kali
	 
	 
	 

	 
	
	49
	Cetak leaflet 
	 
	4000 lbr
	5.2
	Layanan Informasi penyuluhan
	                  50,000,000 

	 
	
	50
	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuoan dan Teknologi
	 
	40  bh
	 
	 
	 

	 
	 
	51
	Layanan Informasi melalui audio visual/Pemutaran Film Teknologi 
	
	9 kali
	 
	 
	 

	 
	 
	52
	Pameran Tingkat Kab/Prop/Nasional
	
	3 kali
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	-
	6.
	Program Pengembangan Data/ Informasi
	          48,850,000 

	 
	 
	51
	Tersusunnya 2 dok/laporan data informasi capaian target kinerja program/kegiatan dan 10 bh laporan tahunan BPK 
	 
	10 bh
	6.1
	Pengumpulan, updating, dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
	                  48,850,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	          636,337,580 

	 
	 
	52
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
	 
	90%
	7.1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
	                  42,063,000 

	 
	 
	53
	Tersedianya jasa pemeliharaan  & perizinan kend dinas/opr
	 
	2 bh
	7.2
	Penyediaan Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional
	                  31,500,000 

	 
	 
	54
	Tersedianya jasa administrasi keuangan
	 
	100%
	7.3
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	                  47,686,100 

	 
	 
	55
	Tersedianya jasa kebersihan kantor
	 
	80%
	7.4
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	                  16,749,500 

	 
	 
	56
	Tersedianya Alat Tulis kantor
	 
	100%
	7.5
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	                  51,756,580 

	 
	 
	57
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
	 
	90%
	7.6
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	                  11,865,400 

	 
	 
	58
	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor
	 
	90%
	7.7
	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
	                  72,987,000 

	 
	 
	59
	Tersediaan makanan dan minuman
	 
	95%
	7.8
	Penyediaan makanan dan minuman
	                  32,130,000 

	 
	 
	60
	Peningkatan koordinasi & informasi 
	 
	100%
	7.9
	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
	                329,600,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	      1,382,875,000 

	 
	 
	61
	Tersedianya lahan untuk pembanganan gedung BPK
	
	100%
	8.1
	Pembangunan gedung kantor 
	              1,326,000,000 

	 
	 
	62
	Mendukung kelancaran pekerjaan
	 
	100%
	8.2
	Pengadaan Mebeleur
	                  10,875,000 

	 
	 
	63
	Terpeliharanya gedung/ kantor
	
	100%
	8.3
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

	                  46,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	          67,200,000 

	 
	 
	64
	Terlaksananya pendidikan & pelatihan formal
	 
	80%
	9.1
	Pendidikan & pelatihan formal
	                  57,000,000 

	 
	 
	65
	Terlaksananya Penilaian angka kredit Jafung
	
	54 penyuluh
	9.2
	Penilaian Angka Kredit Jafung Penyuluh
	                  10,200,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	          66,080,000 

	 
	 
	65
	Tersusunnya 8 buah dokumen/ laporan kinerja dan keuangan yang berkualitas
	 
	8 dok / laporan       ( Lakip ,Tapkin, LPPD/LKPJ, RKPA, DPPA 2014 , Renja 2015, RKA , DPA 2015)
	10.1
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	                  66,080,000 



Sumber : Diolah Bag. Program 2014

BAB  III

AKUNTABILITAS KINERJA
	

Anggaran tahun 2014, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang ingin dicapai, ke 11 (sebelas) sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan lagi menjadi beberapa indicator kinerja

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :











   Tabel 6.   Pengukuran Kinerja Tahun 2012 - 2014
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR  KINERJA UTAMA
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	TARGET
	REALISASI
	TARGET
	REALISASI

	1
	Terpenuhinya kuantitas Penyuluh P2K PNS, Non PNS dan Swadaya sesuai kebutuhan
	 
	 
	 
	Penyuluh PNS, Non PNS dan Penyuluh Swadaya
	 10 PS
	 0
	 10 PS
	 7
	 10 PS
	 10

	2
	Terwujudnya tenaga Penyuluh P2K yang Profesional
	Jumlah Kapasitas Penyuluan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	Terlaksananya  Pelatihan Penyuluh di BPK
	4
	Pertemuan di BPK
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl

	
	
	
	Terlaksananya Temu Teknis Penyuluh
	4
	Pertemuan Penyuluh di Kabupaten
	4 kl
	3 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	2 kl

	
	
	
	Fasilitasi diklat fungsional penyuluh P2K
	200
	
	40
	40
	40
	58
	40
	29

	
	
	
	Pengembangan wawasan Penyuluh Kabupaten/Kec
	25
	Penyuluh PNS, Non PNS dan Penyuluh Swadaya
	5
	49
	5
	5
	5
	7

	
	
	
	Pelatihan Penyusunan Programa
	162 0rg
	
	44
	152
	30
	44
	30
	30

	
	
	 
	Terbayarnya Honor THL-TBPP
	80
	 THL-TBPP 
	80
	80
	80
	79
	80
	75

	3
	Terselenggaranya Penyuluhan mendukung usaha pengembangan agri/mina bisnis pelaku utama dan pelaku usaha
	Presentase Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	Tersusunnya PRA disetiap WKPP
	28 WKPP
	WKPP/desa
	28
	28
	28
	27
	28
	27

	
	
	
	Terlaksananya Lokarya Programa Kecamatan
	9 BPK
	BPK
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Tersusunnya Programa Kabupaten
	2 Programa
	Penyuluh Kabupaten
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	 
	Supervisi, monev Penyelenggaraan dan dampak penyuluhan
	2 kl/ th
	Realisasi pelaksanaan 24 item rencana kerja penyuluh P2K
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4
	Terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha yg mandiri dan berperan serta dalam Penyelenggaraan penyuluhan 
	 
	Terlaksananya Bintek Penyuluh Swadaya
	70
	Jlh Petani dan penyuluh swadaya  yang aktif dalam   penyelenggaraan penyuluhan
	23
	23
	30
	30
	40
	40

	
	
	 
	Terlaksananya Kursus Tani
	1600
	
	360
	360
	160
	160
	360
	360

	
	
	 
	Terlaksananya Sekolah lapang Usaha Tani
	1125
	
	225
	225
	225
	225
	225
	225

	
	
	 
	Terlaksananya sosialisasi kemitraan dan pembinaan terhdp petani
	870
	 
	100
	100
	200
	200
	200
	200

	
	
	 
	Terlaksananya Demplot   Pertanian
	17
	Adopsi teknologi tepat guna dipelaku utama
	9
	9
	2
	2
	3
	3

	
	
	 
	Terlaksananya Demplot Perikanan
	18
	Demplot
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	
	
	 
	Terlaksananya Demplot Peternakan
	21
	Demplot
	5
	5
	3
	3
	3
	4

	
	
	 
	Demca Pengolahan hasil Pertanian, perikanan dan peternakan di BPK
	45
	Demplot
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Fasilitasi peralatan uji tanah dan air
	4  ;  2 
	 
	2  ; 0
	2  ; 0
	0  ; 3
	0  ; 3
	2   ;  2
	0  ;  2

	
	
	 
	Cetak leaflet  dan Brosur
	14000
	Tersebarnya informasi 
	2500
	5600
	2500
	2500
	3000
	40000

	
	
	 
	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuoan dan Teknologi
	150
	
	30
	27
	30
	52
	30
	30

	5
	Terwujud dan berfungsinya kelembangaan penyuluhan di Kecamatan
	Jumlah Balai Penyuluhan Kecamatan yang difenitif
	Tersedianya sarana / alat bantu penyuluhan BPK
	9
	Fasilitasi sarana & alat bantu Penyuluhan di BPK
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Terlaksananya Peningkatan/ Penyempurnaan BPK
	5
	BPK
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	 
	Disempurnakan nya bangunan gedung/kantor BPK (DAK)
	5
	BPK
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	
	 
	Terbangunnya gedung/kantor BPK (DAK)
	4
	BPK
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	Terfasilitasinya sarana & alat bantu Penyuluhan di BPK
	10
	BPK, Poktan dan Gapoktan
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Penyempur
naan gedung/kantor
	 
	Pembangunan/Penyempurnaan Balai Penyuluh Kecamatan 
	3
	3
	3
	3
	 
	 

	
	 
	 
	Pembangunan gedung /kantor
	 
	
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	Pengadaan Peralatan Penunjang di BPK
	9
	 
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	 
	Terwujudnya kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan, kehutanan yg mandiri ( Poktan dan Gapoktan)
	 
	Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani
	870
	Petani / Kelompok tani
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Terlaksananya Penilaian Gapoktan
	10
	Poktan 
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	6
	
	 
	Terlaksananya Penilaian Petani
	10
	Gapoktan 
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Terlaksananya Penilaian Penyuluh
	10
	Petani
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Terlaksananya Penilaian Pelaku Utama
	10
	Penyuluh 
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Terlaksananya Pertemuan Gapoktan
	10
	Pelaku Utama perikanan
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	
	 
	Terlaksananya Pendampingan Gapoktan
	321
	Petani
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	
	 
	Terlaksananya TerlaksananyaPertemuan Apatektankan
	850
	Gapoktan
	95
	0
	150
	150
	150
	150

	
	
	 
	Terlaksananya Pertemuan RDK/RDKK
	870
	Petani 
	870
	870
	870
	870
	870
	30

	
	
	 
	Terlaksananya Pertemuan TKNA
	300
	Petani 
	0
	0
	60
	60
	60
	60

	
	
	 
	Terlaksananya Pertemuan Temu Lapang
	300
	Petani 
	0
	0
	0
	0
	60
	60

	
	
	 
	Terlaksananya Pertemuan P4S
	300
	Petani 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	Terlaksananya Pertemuan Perhiptani
	148
	Petani 
	148
	148
	148
	148
	148
	148

	
	
	 
	Rembuk tani  / Kontak tani
	1000
	petani
	0
	0
	0
	0
	200
	200

	
	
	Jumlah LUEP
	Terlaksananya Pendampingan Desa LUEP
	APBD I = 8
	Pengusaha Pengilingan Padi
	4
	3
	5
	3
	6
	0

	 
	
	 
	 
	APBD II = 8
	
	4
	4
	5
	4
	6
	4

	7
	Dipertahankannya Ketersediaan Pangan yang cukup
	Penanganan daerah rawan pangan.
	Informasi Data Penanganan Daerah Rawan Pangan
	80,56 % daerah rawan pangan terdata
	Informasi Data Penanganan Daerah Rawan Pangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pola Pangan Harapan Ketersediaan
	Ketersediaan Energi, Protein Per kapita (%), Berdasarkan analisis NBM
	Total energi = 5.323 kkal
	Ketersediaan Energi, Protein Per kapita (%), Berdasarkan analisis NBM
	4.588
	4.588
	5.219
	2.331
	5.245
	6.095

	
	
	 
	
	Kel. Padi-padian = 4.223 kkal
	
	4.083
	4.083
	4.485
	1.607
	4.383
	5.491

	
	
	 
	
	Kel. Pangan lain = 1100 kkal
	
	505
	505
	734
	724
	862
	604

	
	
	 
	
	Total Protein = 171,88 gram
	
	155,68
	133,13
	158,79
	89,44
	161,97
	164,70

	
	
	Pola Pangan Harapan Konsumsi.
	
	PPH Konsumsi = 97,5 ( AKG )
	
	92,4
	92,4
	93,4
	Tahap I = 71,2 Tahap II= 76,9
	94,4
	KRPL = 79,1 Perwl Daerah = 72,3

	8
	Meningkatnya Mutu dan Keamanan pangan
	 
	Tersebarnya informasi ttg mutu  dan keamanan pangan di masyarakat
	360
	Masyarakat
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Menurunkan Tingkat Kerawanan pangan
	Pengembangan cadangan pangan
	Tersedianya beras/gabah sebagai cadangan pangan daerah
	100
	Masyarakat
	0
	0
	20
	20
	0
	0

	
	
	 
	Pengembangan Lumbung pangan   (Bangunan)
	 
	Kelompok / masyarakat
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	Gapoktan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Pengembangan lumbung pangan.
	Pengembangan Lumbung pangan desa ( Bangunan)
	1
	Lumbung pangan Daerah
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	 
	Lumbung Pangan masyarakat
	0
	0
	5
	5
	5
	4

	
	
	 
	Terbinanya poktan yang menangani lumbung pangan
	24
	Kelompok
	8
	8
	5
	5
	10
	8

	
	
	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.
	Pengembangan Desa mandiri Pangan 
	14
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Terbinanya desa mandiri pangan
	14
	Desa
	12
	12
	12
	12
	15
	15

	10
	Menstabilkan harga pangan pokok
	Pemantauan Harga pangan
	Tersedianya data / informasi  pasokan, harga dan akses pangan
	55
	Stabilitasi Harga dan Pasokan Pangan (%)
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	
	Analisis distribusi dan akses pangan.
	
	5
	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga & Akses Pangan di daerah (%)
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 8734) = 1 bh lap
	( 8734) = 1 bh lap

	11
	Terciptanya difersivikasi pangan
	 
	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
	66
	Masyarakat / Desa
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	 
	Pengembangan difersivikasi pangan       (Baru)
	10
	Desa / kec
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	Lomba Menu B2SA
	2
	TP.PKK Kec,Kel, Org. Wanita Dan Desa P2KP
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Lomba Kue Berbahan Dasar pangan Lokal
	2
	TP.PKK Kec,Kel, Org. Wanita Dan Desa P2KP
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Pameran 
	2
	Produk Pertanian/perkebunan Unggulan Daerah
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sumber : Diolah Bag. Program 2014

Dilihat dari hasil tabel pengukuran indikator kinerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang belum terealisasi dan tercapai, ini dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis.
   Sasaran Strategis I : (
Terpenuhinya Kuant
itas Penyuluh P2K PNS, Non PNS dan Penyuluh Swadaya sesuai kebutuhan
)



Untuk mencapai sasaran tersebut, dengan indikator sasaran adalah penyuluh PNS, Non PNS dan Penyuluh Swadaya dan kebijakannya adalah mengusulkan formasi kebutuhan Penyuluh PNS, Non PNS dan THL-TBPP P2K.

 (
Terwujudnya tenaga penyuluh P2K yang Profesional
)Sasaran Strategis II :



Untuk mencapai sasaran strategis ini dengan 6 (enam) indikator kinerja. Adapun capaian target  tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Terlaksana nya  Pelatihan Penyuluh di BPK
	4
	Pertemuan di BPK
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl

	Terlaksana nya Temu Teknis Penyuluh
	4
	Pertemuan Penyuluh di Kabupaten
	4 kl
	3 kl
	4 kl
	4 kl
	4 kl
	2 kl

	Fasilitasi diklat fungsional penyuluh P2K
	200
	
	40
	40
	40
	58
	40
	29

	Pengembangan wawasan Penyuluh Kabupaten/ Kec
	25
	Penyuluh PNS, Non PNS dan Penyuluh Swadaya
	5
	49
	5
	5
	5
	7

	Pelatihan Penyusunan Programa
	162 0rg
	
	44
	152
	30
	44
	30
	44

	Terbayarnya Honor THL-TBPP
	80
	 THL-TBPP 
	80
	80
	80
	79
	80
	75



Sasaran ini dicapai dengan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan lapangan dan melaksanakan 2 (dua) Kegiatan, yaitu :
1)   Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan indikator kinerja :
a. Terlaksananya Pelatihan Penyuluh di BPK  sebanyak 4 kl / bln 
Pembinaan/Latihan adalah kegiatan penyuluhan di BPK dan WKPP bertujuan antara lain sebagai bahan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan dimasa mendatang dan membangun sikap mental penyuluh yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan adalah setiap minggu satu kali untuk setiap BPK. Kegiatan Pembinaan/Latihan dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahun.
b. Terlaksananya Temu Teknis Penyuluh 
Temu teknis Penyuluhan Tingkat Kabupaten  dilaksanakan untuk membangunan persamaan persepsi dan meningkatkan sinergiserta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tahun 2012 dan tahun 2013  terealisasi sesuai dengan target yaitu senayak 4 (empat) kali pertemuan, sedangkan  pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali  yaitu :
a) Temu Teknis Penyuluh PNS dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014, waktu, jam 10.00 – 12.00 wita dengan jumlah peserta 54 orang, yang bertempat di Aula Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Materi yang diberikan tentang “ Permentan No. 91/ Permentan/OT.149/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian”. Diharapkan dengan materi yang diberikan penyuluh dapat mengetahui permasalahan dan potensi yang ada sebagai bahan analisa untuk perbaikan kinerja penyuluh ke depan. Narasumber dalam acara ini adalah Kepala Badan, Kepala bidang Pengembangan SDM dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
b) Temu Teknis Penyuluh THL-TBPP dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014, waktu, jam 13.00 – 16.00 wita dengan jumlah peserta 80 orang, yang bertempat di Aula Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Materi yang diberikan tentang “ Permentan No. 91/ Permentan/OT.149/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian”, dengan Narasumber Kepala Badan, Kabid Pengembangan SDM dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
c. Fasilitasi Diklat Fungsional Penyuluh P2K
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugasnya yang terkait dengan jabatan fungsionalnya sehingga mampu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Untuk kegiatan ini Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut hal ini disebabkan karena anggaran yang cukup besar  ( SDM dan sarana dan Prasarananya yang tidak ada) akan tetapi untuk mencapai indikator kinerja tersebut BP4KKP memfasilitasi dengan mengikut sertakan setiap penyuluh bila ada panggilan diklat baik dari Pusat maupun Propinsi. Pada tahun 2012 target dapat tercapai 100%, tahun 2013 penyuluh yang mengikuti diklat melebih target atau sebesar 145 %, ini disebabkan banyak kouta yang diberikan, dan pada tahun 2014 yang mendapat kesempatan hanya 29 0rang atau 72,5 % 
d. Pengembangan wawasan penyuluh kabupaten / kecamatan 
Pengembangan wawasan adalah proses belajar yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin meningkat, dengan menggunakan metode ini diharapkan para penyuluh kabupaten/ kecamatan menambah pengetahuan / keterampilan. Pada tahun 2014, telah dilaksanakan kunjungan pembelajaran ke Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut  mengenai penyelenggaraan Penyuluhan oleh Penyuluh Swadaya                (Pelaksanaan Percontohan dan Pengembangan Usaha Agribisnis), yang dilaksanakan pada 26 Juni 2014, dan mengikuti kegiatan Hari Nusantara tahun 2014, yang dilaksanakan di Kabupaten Kota Baru  yang diikuti oleh Penyuluh Perikanan.
e. Programa Penyuluhan disemua tingkatan merupakan rencana yang disusun secara partisipatif, keterpaduan dan kebersamaan dalam sistem kerja, metode dan teknologi yang diterapkan serta menentukan arah tujuan yang disepakati.  Programa Penyuluhan disusun agar penyuluhan dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan dan terarah.  Untuk menambah kecakapan dan keahlian penyuluh dalam melaksanakan proses penyusunan programa tersebut serta adanya keseragaman dalam pemahaman tentang penyusunan programa penyuluhan tersebut maka dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Programa Penyuluhan kepada seluruh Penyuluh Lapangan (PPL) .  Secara bertahapmulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014,  pada tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Pebruari 2014  telah dilatih sebanyak 44 orang penyuluh bertempat di Aula BP4KKP Kab. HSU.  Pelatih/pembimbing dari BBPP Binuag  (Ir. Anwar Syarif, M.Ed), Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh.  Materi yang disampaikan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. 

2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/   Perkebunan  dengan indikator kinerja adalah terbayarnya honorarium penyuluh THL-TBPP. THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) merupakan tenaga penyuluh pertanian lapangan yang dikontrak oleh pusat melalui dana APBN Pusat dan ditempatkan di daerah untuk membantu penyuluhan pertanian di daerah. Jumlah THL-TBPP dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena  sebanyak 3 orang berhenti, 1 orang  pindah tugas ke Kab. Tanah Bumbu dan 1 orang dilaporkan bahwa  kinerjanya tidak baik. Adapun Pengajiannya dari Pusat hanya mengontrak selama 10 bulan dan kekurangan 2 (dua) bulan dipenuhi melalui dana APBD pada DPA- SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan Kab. HSU, untuk tahun 2014 terealisasi sebanyak 75 orang.  

 (
Terselenggaranya penyuluhan mendukung usaha pengembangan agri/mina bi
snis pelaku utama dan pelaku usaha
)Sasaran strategis III



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diukur dengan  indikator kinerja dapat  digambarkan sebagai berikut:
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Tersusunnya PRA disetiap WKPP
	28 WKPP
	WKPP/desa
	28
	28
	28
	27
	28
	27

	Terlaksananya Lokarya Programa Kecamatan
	9 BPK
	BPK
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Tersusunnya Programa Kabupaten
	2 Programa
	Penyuluh Kabupaten
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Supervisi, monev Penyelenggaraan dan dampak penyuluhan
	2 kl/ th
	Realisasi pelaksanaan 24 item rencana kerja penyuluh P2K
	2
	2
	2
	2
	2
	2



Sasaran ini dicapai dengan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan dengan Kegiatannya Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut :
· Pelaksanaan PRA  pada 27 desa dimana setiap BPK ada 3 (tiga) desa yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan PRA dengan dana APBD. Pelaksanaan kegiatan ini dari tahun 2012 sampai 2014 terealisasi sesuai target ( 100%). Pada tahun2014 kegiatan dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan April 2014.  Pelaksanaan PRA adalah sebagai bahan penyusunan programa desa,  dimana penyuluh secara partisipatif mengumpulkan informasi desa dan permasalahan dalam berusaha tani, ternak, kebun dan ikan. 
· Penyusunan  Programa  Penyuluhan Kecamatan  dilakukan melalui lokakarya yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) BPK , muali tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 penyusunan programa penyuluh kecamatan terealisasi 100 %. Sedangkan untuk tahun 2014  Pelaksanaannya di Bulan Juni  dan September 2014. Pesertanya adalah pengurus/anggota kelompok tani, gapoktan, kepala desa, kontak tani, tokoh masyarakat, camat/sekcam, kepala UPT Dinas Pertanian TPH, PHT dan penyuluh lapangan.  Lokakarya memaparkan hasil informasi dari pelaksanaan PRA yang berupa Programa Desa. Selanjutnya merencanakan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan yang akan dilaksanakan tingkat kecamatan untuk tahun 2016.
· Supervisi dan Monitoring dan  Evaluasi,  Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya penyuluhan, untuk mengetahui kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai dan sebagai umpan balik dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kegiatan ini dari tahun 2012 sampai tahun 2014 terialisasi 100%. Sedangkan untuk pelaksanaan setiap tahun kegiatan Supervisi dan Monitoring dilaksanakan mulai bulan  Juni sampai dengan bulan  Juli dan  Evaluasi Penyuluh dilaksanakan bulan November sampai dengan bulan Desember.



 Sasaran strategis IV :
 (
TERWUJUDNYA PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA YANG MANDIRI DAN BERPERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
)


Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan  indikator kinerja, dengan capaian indicator kinerja mulai tahun 2012 sampai dengan 2014  masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Terlaksana nya Bintek Penyuluh Swadaya
	70
	Jlh Petani dan penyuluh swadaya  yang aktif dalam   penyelenggaraan penyuluhan
	23
	23
	30
	30
	40
	40

	Terlaksana nya Kursus Tani
	1600
	
	360
	360
	160
	160
	360
	360

	Terlaksana nya Sekolah lapang Usaha Tani
	1125
	
	225
	225
	225
	225
	225
	225

	Terlaksana nya sosialisasi kemitraan dan pembinaan terhdp petani
	870
	 
	100
	100
	200
	200
	200
	200

	Terlaksana nya Demplot   Pertanian
	17
	Adopsi teknologi tepat guna dipelaku utama
	9
	9
	2
	2
	3
	3

	Terlaksana nya Demplot Perikanan
	18
	Demplot
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	Terlaksana nya Demplot Peternakan
	21
	Demplot
	5
	5
	3
	3
	3
	4

	Demca Pengolahan hasil Pertanian, perikanan dan peternakan di BPK
	45
	Demplot
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Fasilitasi peralatan uji tanah dan air
	4  ;  2 
	 
	2  ; 0
	2  ; 0
	0  ; 3
	0  ; 3
	2   ;  2
	0  ;  2

	Cetak leaflet  dan Brosur
	14000
	Tersebar nya informasi 
	2500
	5600
	2500
	2500
	3000
	40000

	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuoan dan Teknologi
	150
	
	30
	27
	30
	52
	30
	30



Indikator kinerja yang sasaran telah ditargetkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah tercapai dengan baik.  Untuk mencapai indikator kinerja tersebut melalui  : 
1)  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan output sebagai berikut :
1.1) Terlaksananya Bintek Penyuluh Swadaya adalah kegiatan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketarampilan serta keahlian teknis dalam bidang pertanian  bagi penyuluh swadaya. Pelaksanaan kegiatan ini terealisasi 100% setiap tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 
1.2) Terlaksananya Kursus tani Adalah kegiatan mengajar yang diselenggarakan oleh Balai Penyuluh Kecamatan untuk memberi kesempatan belajar bagi petani dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip belajar sambil bekerja. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan kursus tani n jumlah sasaran selama 3 (tiga) tahun sebanyak 880 orang petani. Atau sebesar 55 % dari target renstra  (Target 100%). Atau capaian kinerja terealisasi 100% per tahunnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang terus menerus dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.
1.3) Terlaksananya Sekolah Lapang Usaha Tani (SL-UT)
Adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataninya menjadi efisien, berproduksiktivitas tinggi dan berkelanjutan. Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 jumlah petani yang telah mengikiuti Sekolah lapang Usaha tani sebanyak 225 orang per tahun atau terealisasi 100% setiap tahunnya. Kegiatan ini akan berkelanjutan setiap tahunnya.

3) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. Kegiatan ini salah satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran yang ada, dengan tujuan untuk mendukung terciptanya kemitraan yang baik dengan lembaga perbankan dilakukan pertemuan kemitraan dengan kelompok tani, yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali per tahunnya, dengan jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 500 orang  petani atau terialisasi 100%. Sedangkan Kegiatan Pekan (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 yang  dilaksanakan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur diselenggarakan mulai tanggal 4 s.d 13 Juni 2014. Penas Petani Nelayan merupakan ajang berkumpulnya dan bersilaturahmi para kontak tani nelayan dan hutan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam bidang pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Penas juga merupakan wadah kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi, pengalaman serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerja  sama antara para petani nelayan, petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah sehingga dapat membangkitkan semangat, tanggung jawab serta kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, interaksi diantara pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan shakeholder pembangunan pertanian baik pemerintah, pengusaha pertanian swasta, BUMN, pakar dan pemerhati pertanian serta lembaga penelitian untuk dapat menyelesaikan suatu pemersalahan yang timbul dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan jumlah peserta 21 orang atau 87,5 % yang ikut dalam kegiatan tersebut, hal ini di karenakan jatah kouta yang diberikan pada masing-masing kabupaten/kota.
4) Program Peningkatan Penerapan Teknoligi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan  Penyuluhan Penerapan Teknologi dan Kegiatan Layanan Informasi Penyuluhan Selain meningkatkan kapasitas penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluh juga melaksanakan kegitan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani, dengan output sebagai berikut :
·  Terlaksananya Demontrasi Plot (Demplot)
Untuk melaksanakan Kaji terap  melalui  kegiatan Demplot dan Demfarm. Salah satu upaya untuk menciptakan penyuluh yang terampil melalui Demplot adalah demontrasi usahatani perorangan dengan penerapan teknologi, adalah percontohan teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh pelaku utama, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/ pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian pelaku utama atau dari berbagai sumber teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/ lokasi pelaku utama. 
· Terlaksananya Demontrasi Percontohan di 9 (Sembilan) Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) setiap tahunnya ( tahun 2012 – 2014). Pada tahun 2014 dilaksanakan untuk bidang Pertanian sebanyak 4 (empat) paket berlokasi di BPK Babirik, Banjang, Amuntai Utara dan Haur Gading. Demontrasi Percontohan bidang Perikanan sebanyak 3 (tiga) paket berlokasi di BPK kecamatan Dn.Panggang, Amuntai Tengah dan Amuntai Selatan. Demontrasi Percontohan bidang Peternakan sebanyak 2(dua) paket berlokasi di BPK kecamatan Sungai Pandan dan Sungai Tabukan. Adapun Materinya adalah Demontrasi cara (Demca) mengenai cara pembuatan pupuk organik padat, pembuatan pakan ikan dan vaksinasi ternak ayam.
· Untuk mendukung kegiatan penerapan teknologi tepat guna, maka  pada difasilitasi peralatan  untuk uji  kualitas air sebanyak 3 (tiga) lokasi yaitu di BPK Babirik, Amuntai Tengah dan Amuntai Selatan dan Danau Panggang sedangkan untuk peralatan uji tanah mendapat bantuan dari Propinsi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan mencapai target.
· Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 BP4KKP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan Penyebaran informasi dan adopsi teknologi   pertanian tepat guna berupa penyebaran informasi teknologi pertanian, perikanan dan peternakan melalui pemutaran film, pembuatan leaflet / brosur dan penyediaan buku Perpustakaan di BP4KKP pada tahun 2014 menggadaan leaflet sebanyak 4000 lembar dan buku ilmu pengetahuan sebanyak 30 buah.

 (
T
ERWUJUDNYA dan berfungsinya kelembagaan penyuluhan di kecamatan
)Sasaran strategis V :



Untuk mencapai sasaran strategis ini, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, adapun pencapaian target dari masing-masing indikator mulai tahun 2012 - 2014  dapat digambarkan sebagai berikut :
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Tersedianya sarana / alat bantu penyuluhan BPK
	9
	Fasilitasi sarana & alat bantu Penyuluhan di BPK
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Disempurnakan nya bangunan gedung/kantor BPK (DAK)
	5
	BPK
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	Terbangunnya gedung/kantor BPK (DAK)
	4
	BPK
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Terfasilitasinya sarana & alat bantu Penyuluhan di BPK
	10
	BPK, Poktan dan Gapoktan
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Penyempurnaan gedung/kantor
	 
	Pembangunan/Penyempurnaan Balai Penyuluh Kecamatan 
	3
	3
	3
	3
	 
	 

	Pembangunan gedung /kantor
	 
	
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	Pengadaan Peralatan Penunjang di BPK
	9
	BPK
	9
	9
	9
	9
	9
	9


Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dengan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan  dengan :
1) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan dengan outputnya adalah  
1.1) Tersedianya Sarana Prasarana / Alat bantu Penyuluhan di BPK dengan sasaran kegiatan 9 (Sembilan) Balai Penyuluhan Kecamatan, untuk tahun 2014 melaksanakan :      
· Pengadaan sepeda motor roda 2 sebanyak 6 buah                          (Dn.Panggang, Amt.Utara, Haur Gading, Banjang dan Sungai Pandan)
· Pengadaan Sound Sistem sebanyak 3 (tiga) paket dengan lokasi di BPK Banjang, BPK Amuntai Utara dan BPK Haur Gading.
· Pengadaan Note book  1 bh untuk mendukung kegiatan di BPK Sungai Pandan.
· Pengadaan Kamera 9 paket untuk 9 BPK
· Pengadaan Genzet 6 paket ( BPK Dn. Panggang, Amuntai  Utara,Haur Gading,  
· Pengadaan LCD Proyektor sebanyak 1 (satu) paket yaitu untuk BPK  Sungai Pandan
· Pengadaan  Layar Tripod 2 buah unttuk BPK Sungai Pandan dan BPK Babirik


1.2) Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian/perkebunan (DAK), Dalam upaya mendukung kegiatan penyuluhan BP4KKP pada tahun 2014, baik melalui dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan kegiatan ;
· Penyempurnaan / peningkatan gedung kantor BPK Sungai Pandan
· Peningkatan Halaman kantor BPK Haur Gadingdan BPK Amuntai Utara
· Pembuatan tempat parker di BPK Danau Panggang
1.3) Luncuran Sisa DAK :
· Pengadaan Hand Tractor sebanyak 2 unit untuk BPK Sungai Pandan dan BPK Amuntai Utara,
· Pengadaan Televisi sebanyak 5 unit untuk BPK Dn.Panggang, Sungai Pandan, Amuntai, Utara, Haur Gading dan Banjang

2) Kegiatan Peningkatan Kelembagaan  penyuluhan Pertanian/Perkebunan dengan outputnya adalah memfasilitasi Balai Penyuluh Kecamatan dalam hal Pemeliharaan gedung / kantor untuk 9 BPK, Pemeliharaan Lahan BPK untuk 5 BPK yang memiliki gedung Kantor, sedangkan biaya operasional ( ATK, Listrik dan PDAM) diberikan untuk semuan BPK ( 9 BPK ).

Sasaran strategis VI :
 (
T
ERWUJUDNYA KELAMBAGAAN PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN YANG MANDIRI ( Poktan dan Gapoktan)
)


Untuk mencapai sasaran strategis ini, diukur dengan beberapa  indikator kinerja, adapun pencapaian target dari masing-masing indikator mulai tahun 2012 - 2014  dapat digambarkan sebagai berikut :
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani
	870
	Petani / Kelompok tani
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Terlaksananya Penilaian Gapoktan
	10
	Poktan 
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Terlaksananya Penilaian Petani
	10
	Gapoktan 
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Terlaksananya Penilaian Penyuluh
	10
	Petani
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Terlaksananya Penilaian Pelaku Utama
	10
	Penyuluh 
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Terlaksananya Pertemuan Gapoktan
	10
	Pelaku Utama perikanan
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Terlaksananya Pendampingan Gapoktan
	321
	Petani
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Terlaksananya TerlaksananyaPertemuan Apatektankan
	850
	Gapoktan
	95
	0
	150
	150
	150
	150

	Terlaksananya Pertemuan RDK/RDKK
	870
	Petani 
	870
	870
	870
	870
	870
	30

	Terlaksananya Pertemuan TKNA
	300
	Petani 
	0
	0
	60
	60
	60
	60

	Terlaksananya Pertemuan Temu Lapang
	300
	Petani 
	0
	0
	0
	0
	60
	60

	Terlaksananya Pertemuan P4S
	300
	Petani 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Terlaksananya Pertemuan Perhiptani
	148
	Petani 
	148
	148
	148
	148
	148
	148

	Rembuk tani  / Kontak tani
	1000
	Petani
	0
	0
	0
	0
	200
	200

	Terlaksananya Pendampingan Desa LUEP
	APBD I = 8
	Pengusaha Pengilingan Padi
	4
	3
	5
	3
	6
	0

	 
	APBD II = 8
	
	4
	4
	5
	4
	6
	4



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatan :
1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan outputnya adalah :
1.1. Penilaian Kelompok Tani / Gapoktan kegiatan ini merupakan evaluasi administrasi untuk mengetahui perkembangan simpan pinjam dari  gabungan kelompok tani, pada tahun 2014, 
1.2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berprestasi tingkat kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2014 an. H. Syuaib Gabungan Kelompok Suka Maju desa Hambuku Hulu Kecamatan Babirik.
1.3. Petani / Pelaku Utama Berprestasi Tahun 2014, an. H. Syamsudin dengan kelompok tani Sinar Baru I beralamat di Desa Hambuku Baru Kecamatan Babirik.
1.4. Untuk meningkatkan kinerja Penyuluh, Penyuluh swadaaya dan Tenaga Harian Lepas Tenaga bantu penyuluh pertanian dilakukan penilaian kinerja. Adapun hasil dari penilaian adalah sebagai berikut :
a) Penyuluh Pertanian berprestasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2014 an. H. Wardiansyah, SP dari BPK Sungai Tabukan.
b) Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian) Berprestasi Tahun 2014 dengan Klasifikasi ;
· Klasifikasi Sarjana (S1)
an Yusi Rizal dengan wilayah binaan desa Teluk Limbung dan Murung Kurang Kecamatan Babirik
· Klasifikasi SLTA 
an. Ahmad Husaini  dengan wilayah binaan desa Sungai Durait Hilir dan Sungai Janjam Kecamatan Babirik
c) Penyuluh Pertanian Swadaya berprestasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2014 an. Hj. Husmini Penyuluh Perikanan Swadaya  dengan wilayan desa Rantau Bujur Kecamatan Sungai Tabukan.
Jumlah 960 kelompok tani (poktan) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2014 dengan klasifikasi kelompok sebagai berikut :
a. Pemula	: 642 poktan
b. Lanjutan	: 297 poktan
c. Madya		:   21 poktan
d. Utama		:  -
e. Gapoktan	: 184 gapoktan
1.5	Pertemuan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan jumlah sasaran yang mengikuti  sebanyak 285 petani target sasaran 420 org atau sebesar 67, 86%
1.6 Melaksanakan Pendampingan pada 111 terhadap gabungan kelompok (gapoktan) dengan target sasaran 95 gapoktan atau 116,84 % yang terialisasi.
1.7 Melaksanakan Pertemuan Apatektankan dengan target sebanyak 225 org , kegiatan ini dilaksanakan  2 (dua) kali dengan jumlah sasaran 225 orang atau terialisasi 100%
1.8 Untuk meningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dalam Pengadministrasian dilaksanakan Pertemuan RDK/RDKK di tingkat kecamatandengan sasaran/ target sebanyak 300 org,  yang melaksanakan kegiatan ini hanya Balai Penyuluhan Kecamatan Babirik dengan jumlah sasaran sebanyak 30 orang. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya tingkat pengetahuan dari Penyuluh dalam memberikan materi Pertemuan RDK/RDKK, jadi untuk kegiatan ini  hanya terialisasi 10% ,
1.9 Melaksanakan Pertemuan KTNA sebanyak 2 (dua) kali dan jumlah sasaran peserta sebanyak 60 orang, terialisasi 100%
1.10 Temu lapang / Temu teknologi 
Adalah pertemuan untuk menyampaikan teknologi yang dihasilkan dari pengkajian dan umpan balik, dengan peserta peneliti, penyuluh dan petugas pertanian.  Pada tahun 2014 telah dilaksanakan temu lapang dengan jumlah peserta 60 orang
1.11 Melaksanakan Pertemuan ditingkat Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali dan jumlah sasaran peserta dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) sebanyak 148 orang dan dari  Ikatan Penyuluh Perikanan (IPKANI) dengan jumlah sasaran 60 orang. Kegiatan ini juga terialisasi 100%
1.12 Untuk Kegiatan pertemuan P4S tidak terlaksana disebabkan karena ketidak sesuaian jadwal dan terbatasnya tenaga (SDM) untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
1.13 Melaksanakan Rembuk Tani dengan jumlah sasaran 200 orang
2. Pendampingan Dana LUEP* 
Pendampingan penyaluran dana LUEP kepada pengusaha penggilingan padi yang bersumber dana dari APBD II  sebanyak 4 pengusaha,  yaitu : 
	Nama LUEP
	Nama Pengusaha
	Lokasi

	An-Noor
Al-Hikmah
Berkat Usaha
Citra Mandiri
	H. Zarkasi
H.Sadian
H.Abdussamad
R. Bandi
	Kec. Babirik
Kec. Babirik
Kec. Babirik
Kec. Amt. Utara



LUEP yang bersumber dari APBD II untuk tahun 2014 yang akan dicairkan pada bulan September 2014 dengan pengembalian bulan Juli 2015,  Sedangkan untuk LUEP  APBD I tidak ada realisasi karena tidal ada usulan / yang mengusulkan.


 (
DIPERTAHANKANNYA KETERSEDIAN PANGAN YANG CUKUP
)Sasaran strategis VII :



Untuk mencapai sasaran strategis ini, diukur dengan beberapa  indikator kinerja, adapun pencapaian target dari masing-masing indikator mulai tahun 2012 - 2014  dapat digambarkan sebagai berikut :
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Informasi Data Penanganan Daerah Rawan Pangan
	80,56 % daerah rawan pangan terdata
	Informasi Data Penanganan Daerah Rawan Pangan
	2 lap 
	2 lap 
	 2 lap
	2 lap 
	 2 lap
	2 lap 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ketersediaan Energi, Protein Per kapita (%), Berdasarkan analisis NBM
	Total energi = 5.323 kkal
	Ketersediaan Energi, Protein Per kapita (%), Berdasarkan analisis NBM
	4.588
	4.588
	5.219
	2.331
	5.245
	6.095

	
	Kel. Padi-padian = 4.223 kkal
	
	4.083
	4.083
	4.485
	1.607
	4.383
	5.491

	
	Kel. Pangan lain = 1100 kkal
	
	505
	505
	734
	724
	862
	604

	
	Total Protein = 171,88 gram
	
	155,68
	133,13
	158,79
	89,44
	161,97
	164,70

	
	PPH Konsumsi = 97,5 ( AKG )
	
	92,4
	92,4
	93,4
	Tahap I = 71,2 Tahap II= 76,9
	94,4
	KRPL = 79,1 Perwl Daerah = 72,3



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan :
1. Koordinasi ketahan pangan daerah, berupa pertemuan dengan tim SKPG ( Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ) dengan tujuan meidentifikasi daerah-daerah rawan pangan, yang mana kegiatan ini akan menghasilkan informasi atau data peta rawan pangan di kecamatan. Tahun 2014 berdasarkan analisis tahunan SKPG dari 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Indeks Komposit Ketahanan Pangan menunjukkan ada 9 (sembilan) Kecamatan terindikasi rawan pangan, yaitu Babirik, Sei.Tabukan, Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Banjang, Haur Gading, Sungai Pandan, Danau Panggang dan Paminggir. Hal ini disebabkan karena aspek skor pertanian, skor penduduk pra sejahtera dan sejahtera, skor pemanfaatan pangan mempunyai salah satu skor nilai 3 (tiga) atau warna merah. Sedangkan untuk  Kecamatan Amuntai Tengah indeks komposit ketahanan panagannya bernilai 2 (dua) yang artinya waspada, karena dari tiga aspek tersebut tidak  memiliki nilai / scor 3 (tiga) atau merah.
2. Anasis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan, kegiatan ini merupakan kegiatan survei dengan angka sementara produksi yang dikeluarkan intansi teknis terkait yang kemudian diolah dalam bagan Neraca Bahan Makanan (NBM) maka tingkat ketersediaan Kab. HSU untuk tahun 2014 sebesar 6.095 kkal dan untuk protein 164,70 gram dengan scor PPh Ketersedian 62,10. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tingkat ketersedian tahun 2013. Hal ini disebabkan karena produksi padi sebagai bahan pangan yang paling dominan menyumbang tingkat ketersediaan di kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan angka sementara yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kab. HSU tahun 2013 produksi padi mencapai 59.586,39 ton sedangkan tahun 2014 mencapai 138.320 ton. Namun untuk angka Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan yang menggambarkan mutu pangan mengalami penurunan dari 64,02 pada tahun 2013 menjadi 62,10 pada tahun 2014, hal ini dikarenakan bahwa keragaman dan mutu gizi pada tingkat ketersedian masih rendah, karena masih didomisili oleh kelompok pangan padi-padian.
3. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan, kegiatan ini menyediakan data Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat dengan tingkat kecukupan konsumsi 2.150 kkal/ 57 gr protein.  Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) Kelompok. Kelompok I adalah  6 (enam) desa P2KP  (Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ) yaitu desa Murung panti Hulu Kec. Babirik, desa Panangkalaan Hulu Kec. Amuntai Utara, desa Manarap Kecamatan Danau Panggang, desa Galagah Hulu Kecamatan Sungai Tabukan, desa Beringin Kecamatan Banjang, desa Pihaung Kecamatan Haur Gading dan kelompok II  adalah Perwakilan Daerah 10 desa yang terdiri dari desa Teluk Mesjid, Paminggir Seberang, Teluk Buluh, Datu Kuning, Palimbang Sari, Hambuku Tengah, Rantau Bujur Tengah, Jumba, Telaga Sari dan Babirik Hulu, dengan jumlah sasaran per desa 20 (KK) Kepala keluarga. Pada tahun 2014 diperoleh data Pola Pangan Harapan (PPH) Kelompok I dengan scor sebesar 79,1  dengan tingkat kecukupan konsumsi rata-rata 1.868,6 kkal/kap/hari dan konsumsi protein rata-rata 60,9 gr. Sedangkan pada Kelompok II scor PPH sebesar 72,3 dengan tingkat kecukupan konsumsi rata-rata 1.791,8 kkal/kap/hari dan konsumsi protein 48,9 gram. Scor PPH pada Kelompok I lebih tinggi di banding Scor PPH Kelompok II hal ini karena Kelompok I merupakan  sasaran dari Program P2KP. Adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan pada desa P2KP adalah untuk mengukur keberhasilan dari Program P2KP itu sendiri dan untuk mengetahui konsumsi  di tingkat masyarakat 

 (
MENINGKATKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
)Sasaran strategis VIII  :



Untuk mencapai sasaran strategis ini, diukur dengan beberapa  indikator kinerja, adapun pencapaian target dari masing-masing indikator mulai tahun 2012 - 2014  dapat digambarkan sebagai berikut :


	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Tersebarnya informasi ttg mutu  dan keamanan pangan di masyarakat
	360
	Masyarakat
	360
	360
	360
	360
	360
	360



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan outpunya adalah dengan cara  penyuluhan keamanan pangan di masyarakat  dengan kelompok sasarannya. Kegiatan ini dilaksanakan di 9 Kecamatan dengan jumlah peserta 40 orang per kecamatan.

 (
MENURUNKAN TINGKAT KERAWANAN PANGAN
)Sasaran strategis  IX  :



Untuk mencapai sasaran strategis ini, diukur dengan beberapa  indikator kinerja, adapun pencapaian target dari masing-masing indikator mulai tahun 2012 - 2014  dapat digambarkan sebagai berikut :



	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Tersedianya beras/gabah sebagai cadangan pangan daerah
	100
	Masyarakat
	0
	0
	20
	20
	0
	0

	Pengembangan Lumbung pangan desa       (Bangunan)
	1
	Lumbung pangan Daerah
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	 
	Lumbung Pangan masyarakat
	0
	0
	5
	5
	5
	4

	Terbinanya poktan yang menangani lumbung pangan
	24
	Kelompok
	8
	8
	5
	5
	10
	8

	Pengembangan Desa mandiri Pangan 
	14
	Desa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terbinanya desa mandiri pangan
	14
	Desa
	12
	12
	12
	12
	15
	15



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan :
1.  Pengembangan Cadangan Pangan Daerah kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan gabah terkendala pada masih adanya stock tahun 2013 sehingga untuk dana pembelian gabah tidak dapat terealisasikan, hal ini disebabkan tidak ada bencana.  Menurut Juknis bahwa penyaluran bisa dilaksanakan apabila dampak bencana berpengaruh terhadap kondisi social ekonomi minimal antara 10 % – 30 % penduduk desa, sedangkan dana untuk kegiatan sosialisasi tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ke Kecamatan dapat dilaksanakan dan terialisasi ke 10 Kecamatan di kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pada tahun 2014  Pembinaan kepada P-PLPD (Pengelola Lumbung Pangan Desa) sebanyak 5 (lima) kelompok dan Pembinaan terhadap P-LDPM (Penguatan – Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) sebanyak 3 (tiga) gapoktan. Realisasi kegiatan ini 80% hal ini disebabkan karena Dana Bansos APBN untuk Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat di Pending.
3. Pembangunan lumbung pangan desa  di 3 (tiga) kecamatan yaitu Sungai Pandan, Babirik dan Amuntai Selatan  sebanyak  4 (empat) unit Lumbung dengan lokasi desa Hambuku Raya, Sungai Dalam, Kayakah dan Kutai Kecil. Pembangunan Lantai Jemur di 2 (dua) Kecamatan yaitu Amuntai 
Utara desa Pimping dan Sungai Pandan desa Pondok Babaris   dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK ) shering APBD II
4. Pendampingan Desa mandiri pangan, kegiatan ini dilaksanakan pada 15 desa ( desa Baru, desa Sungai Tabukan, desa Teluk Limbung, desa Padang Luar, desa Bajawit, desa Pematang Benteng, desa Nelayan, desa Rantau Bujur Tengah, desa Kalumpang Luar, desa Pajukungan Hulu, desa Pulau Nyiur dan desa Teluk Sarikat, desa Sei. Panangah, desa Palukahan dan desa Danau Panggang).

Sasaran Strategis  X  :
 (
MENSTABILKAN HARGA PANGAN POKOK
)


Untuk mencapai sasaran strategis ini, diukur dengan beberapa  indikator kinerja, adapun pencapaian target dari masing-masing indikator mulai tahun 2012 - 2014  dapat digambarkan sebagai berikut :
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Tersedianya data / informasi  pasokan, harga dan akses pangan
	55
	Stabilitasi Harga dan Pasokan Pangan (%)
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	5
	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga & Akses Pangan di daerah (%)
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 81,32) = 1 bh lap
	( 8734) = 1 bh lap
	( 8734) = 1 bh lap



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pemantuan dan analisis akses pangan masyarakat adalah kegiatan survei untuk mendapatkan data harga pangan pokok, data akses pangan masyarakat dan data distribusi pangan di masing-masing kecamatan yang berupa laporan. Pada tahun 2013 diperoleh data 100% harga dan pasokan pangan terdata dan 100% informasi akses pangan di daerah, data ini di dapat dari laporan dari kecamatan ( 10 kecamatan ). Pada tahun 2014 diperoleh data 100 % harga pangan dan laporan tahunan pasokan dan pasokan harga terdata 100 % informasi akses pangan daerah, data ini didapat dari laporan kecamatan (10 Kecamatan).
 (
TERCIPTANYA DIFERSIVIKASI PANGAN 
)Sasaran Strategis  XI :


	
Untuk mencapai sasaran strategis ini, diukur dengan beberapa  indikator kinerja, adapun pencapaian target dari masing-masing indikator mulai tahun 2012 - 2014  dapat digambarkan sebagai berikut :
	INDIKATOR  KINERJA
	TARGET RENSTRA (2013 -2017)
	INDIKATOR  SASARAN
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R

	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
	66
	Masyarakat / Desa
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Pengembangan difersivikasi pangan       (Baru)
	10
	Desa / kec
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Lomba Menu B2SA
	2
	TP.PKK Kec,Kel, Org. Wanita Dan Desa P2KP
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lomba Kue Berbahan Dasar pangan Lokal
	2
	TP.PKK Kec,Kel, Org. Wanita Dan Desa P2KP
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pameran 
	2
	Produk Pertanian/perkebunan Unggulan Daerah
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan :
1. Pemanfaatan pekaranagan untuk pengembangan pangan di laksanakan dengan melakukan sosialisasi / penyuluhan tentang Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan-pangan lokal khususnya non beras khusus untuk desa P2KP di 8 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk menpromosikan atas hasil produksi pertanian/ perkebunan maka diselenggarakan lomba B2SA dan lomba kue pangan lokal dengan peserta TP-PKK kecamatan dan desa P2KP pada tahun 2014. Adapun Pemenang dari lomba tersebut adalah :
· Untuk lomba B2SA ( Beragam Bergizi Seimbang dan Aman ) adalah sebagai Berikut :
1. TP-PKK Kec. Banjang sebagai Juara I
2. TP-PKK Kec. Amuntai Utara sebagai Juara II
3. TP-PKK Kec.Haur Gading sebagai Juara III
· Untuk Lomba Kue Berbahan Pangan Lokal adalah    sebagai berikut ;
1. TP-PKK Kec.  Babirik sebagai Juara I
2. TP- PKK Kec. Sungai Pandan sebagai Juara II
3. TP-PKK Kec. Amuntai Utara sebagai Juara III



B. REALISASI ANGGARAN 
Dukungan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggran 2014 setelah Perubahan Anggaran adalah sebesar Rp. 12.853.371.220,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.676.945.140,-       (44,17%) dan Belanja Langsung        Rp. 7.176.426.080,- (55,83%) , dengan rincian anggaran  dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2014 dapat  dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.   Rincian Anggaran dan Realisaasi Belanja BP4KKP Tahun Anggaran 2014

	Jenis Belanja
	Anggaran
	Realisasi
	%

	
BELANJA TIDAK LANGSUNG :
· Belanja Pegawai


BELANJA  LANGSUNG :
· Belanja Pegawai
· Belanja Barang dan Jasa
· Belanja Modal

JUMLAH
	
Rp.  5.676.945.140,-

Rp.  5.676.945.140,-


Rp.  7.176.426.080,-
Rp.     470.260.000,-

Rp.  2.852.806.080,-
Rp.  3.853.360.000,-

Rp.  12.853.371.220,-


	
Rp.  4.812.547.397,-

Rp.  4.812.547.397,-


Rp.  5.902.150.317,-
Rp.     418.115.000,-

Rp.  2.230.566.702,-
Rp.  3.253.468.615,-

Rp.10.714.697.714,- 
	
84,77

84,77


82,24
88,91

78,19
84,43

83,36



Di lihat dari tabel di atas alokasi dana untuk belanja langsung lebih besar di bandingkan dengan belanja  tidak langsung, secara keseluruhan realisasi anggaran ( belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal ) sudah diatas 80 % , dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk program/kegiatan sudah sesuai dengan target indikator kinerja.  Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :






Tabel  8 .   Rincian  Realisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2014

	PROGRAM
	KEGIATAN
	 ANGGARAN            ( Rp ) 
	REALISASI         (Rp.)
	%

	1
	2
	3                             
	4
	5

	1
	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
	1
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	42.063.000
	
27.648.969
	 
65,73

	 
	 
	2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	40.500.000
	
39.172.850
	96.72

	 
	 
	3
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	47.686.100
	38.716.000
	81,13

	 
	 
	4
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor
	16.749.500
	16.749.500
	100

	 
	 
	5
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	51.756.580
	32.029.500
	61,88

	
	
	6
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
	11.865.400
	10.376.450
	87,45

	
	
	7
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	72.987.000
	58.775.580
	80,53

	
	
	8
	Penyediaan Makanan dan minuman
	32.130.000
	22.335.000
	69,51

	 
	 
	9
	Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

	329.600.000
	328.170.750
	99,57

	2
	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
	1
	Pembangunan Gedung Kantor
	1.326.000.000
	903.630.335
	68,15

	
	
	2
	Pengadaan Mebeleur
	10.875.000
	10.280.500
	94,53

	
	
	3
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
	46.000.000
	45.700.000
	99,35

	3
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	1
	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	57.000.000
	49.658.400
	87,12

	
	
	2
	Penilaian angka kredit jafung  Penyuluhan
	10.200.000
	8.375.000
	82,11

	4
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  Capaian Kinerja dan Keuangan
	1
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	66.080.000
	54.697.000
	82,77

	5
	Program pengembangan data/informasi
	1
	Pengumpulan, updating dan analisas data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
	48.850.000
	45541.700
	93,23

	6
	Peningkatan kesejahteraan petani

	1
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
	200.450.000
	170.944.700
	85,28

	
	
	2
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
	130.165.000
	120.553.100
	92,62

	 
	 
	3
	Peningkatan kemampuan lembaga petani
	301.910.000
	198.987.800
	65,91

	
	
	4
	Pendampingan dana LUEP*
	37.600.000
	35.410.000
	94,18

	7
	Peningkatan Ketahanan Pangan
	1
	Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah *
	99.880.000
	96.955.500
	97.07

	
	
	2
	Pendampingan Desa Mandiri Pangan*
	133.835.000
	104.559.600
	78,13

	
	
	3
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah*
	347.615.000
	78.503.600
	22,58

	 
	 
	4
	Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
	29.033.000
	27.771.500
	95.65

	 
	 
	5
	Analisis Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan Pangan
	19.950.000
	18.587.000
	93,17

	 
	 
	6
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
	35.002.000
	33.130.500
	94,65

	 
	 
	7
	Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat

	44.150.000
	44.150.000
	100,0

	 
	 
	8
	Pengembangan  Lumbung Pangan Desa (DAK)

	1.081.342.500
	991.493.600
	91,69

	 
	 
	9
	Penguatan Cadangan Pangan
	58.166.600
	57.526.200
	98,90

	 
	 
	10
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
	58.611.000
	57.155.000
	97,52

	 8
	Pemberdayaan Penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan
	1
	Peningkatn kapasitas tenaga Penyuluhan pertanian/perkebunan
	223.227.500
	195.946.500
	87,78

	
	
	2
	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
	180.160.000
	165.522.000
	91,88

	
	
	3
	Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan
	136.596.600
	110.634.960
	80,99

	
	
	4
	Peningkatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
	101.800.000
	82.432.323
	80,97

	
	
	5
	Peningkatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan
	233.200.000
	209.449.300
	89,82

	
	
	6
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan  Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)
	1.002.359.300
	922.414.000
	92,02

	
	
	7
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan  Sarana dan Prasarana Pertanian (Luncuran Sisa DAK)
	262.050.000
	248.144.100
	94,69

	9
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan unggulan Daerah
	1
	Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah
	52.870.000
	52.261.500
	98,85

	10
	Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat  Guna
	1
	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
	146.110.000
	140.980.000
	96,49

	
	
	2
	Layanan Informasi Penyuluhan
	50.000.000
	46.810.000
	93,62

	
	J U M L A H
	7.176.426.080
	5.902.150.317
	82,24








	Program - BP4KKP 
	66



BAB IV
P E N U T U P

Penyusunan  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2014, merujuk pada capaian indikator kinerja tahun 2014, maka teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
1. Tingkat keterampilan dan pengetahuan SDM (Penyuluh) yang bervariasi;
2. Terbatasnya jumlah tenaga teknis dan administrasi baik di tingkat Kecataman dan tingkat Kabupaten
3. Masih rendahnya distribusi pangan  yang mencakup kestabilan harga pangan dan asebilitas pangan antar waktu dan antar wilayah dan masih rendahnya konsumsi pangan yang mencakup kecukupan konsumsi dalam jumlah, ragam, mutu gizi/ nutrisi dan aman.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya penambahan tenaga Penyuluh Pertanian yang signifikan                   ( Penambahan jumlah/kapasitas Penyuluh sesuai dengan kebutuhan 1 (satu)  Penyuluh untuk 1 (satu) desa.)
2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM dengan mengikut sertakan dalam setiap pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat serta melaksanakan Bimbingan teknis administrasi di tingkat kecamatan;
3. Meoptimalkan peran dan fungsi dari Dewan Ketahanan Pangan Daerah; salah satunya dengan memberdayakan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan, melalui ketersediaan pangan yang cukup, meningkatkan kemandirian masyarakat, menurunkan tingkat kerawanan pangan, lancarnya distribusi pangan dan stabilitas harga pangan serta mempercepat diversifikasi pangan dan keamanan mutu pangan.




Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan  Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih jauh dari sempurna, maka kami berharap saran dan masukan yang bersifat membangun guna perbaikan yang akan datang.

   Amuntai,   Maret   2015
Kepala Badan, 




                                                    	       Ir. H. AFRAN ROVAYDI, HN,MP
					            NIP. 19610406 199203 1 004

	


